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Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program 

pengadaan vaksin dengan pemberian vaksinansi Covid-19 sebagai bagian dari 

penanganan penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyebutkan bahwa 

setiap orang yang telah terdata memiliki kewajiban untuk melakukan vaksinasi. 

 

Munculnya program vaksinasi ini menuai pro dan kontra mulai dari efektivitas vaksin 

dalam menangkal virus serta kehalalan vaksin. Setiap orang yang telah melakukan 

suntik vaksin Covid-19 dosis pertama, kedua maupun ketiga maka akan mendapatkan 

sertifikat vaksin. Data vaksinasi tersebut akan terintegritas dengan aplikasi Peduli 

Lindungi dan memunculkan sertifikat vaksin digital  yang dapat diunduh lewat aplikasi 

Peduli Lindungi. Bertolak dari upaya pemerintah dalam memberlakukan sertifikat 

vaksin tersebut muncul sebuah kejahatan pemalsuan yaitu pemalsuan sertifikat vaksin. 

Pemalsuan sertifikat vaksin, surat keterangan PCR dan rapid test antigen yang 

digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini berdasarkan surat edaran yaitu 

angka 5 huruf g SE Menhub 42/2021 jo angka 5 huruf m SE Menhub 43/2021 jo angka 

5 huruf g SE Menhub 44/2021. 

 

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276.1 Selain itu, Regulasi terhadap 

tindakan pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Maraknya kasus pemalsuan sertifikat vaksin, Penjualan sertifikat vaksin palsu 

ditemukan pada media sosial, seperti yang ditemukan pada sebuah iklan di laman 

facebook yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa 

melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Kasus yang terjadi pada Kecamatan Batu Kota 

Batu Malang. Pelaku adalah Romy Adetrias Setiawan pemilik akun facebook Diamond 

 

 1  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2018. Cet III. Wacana Intelektual. 
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yang memposting di grup jual beli official sixteen market Indonesia dengan 

menawarkan pembuatan sertifikat vaksin dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima 

ribu rupiah) untuk vaksin 1 dan vaksin 2. Pelaku membuat sertifikat vaksin palsu 

menggunakan aplikasi corel draw, photo shop, ilustrator, kode unik dan barkot 

general, Kemudian pelaku melakukan edit terhadap Nama, NIK, Tempat Tanggal 

Lahir, kode unik dan barkot sesuai nama pembeli. Setelah itu, sertifikat vaksin tersebut 

dikirim dalam bentuk file PNG kepada pembeli melalui messenger facebook dan 

whatsapp. 

 

Kasus ini kemudian diproses dan diancam pidana dengan dakwaan alternatif pertama 

Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Berdasarkan kasus diatas, bahwa terdakwa diancam dengan pidana yang didakwa oleh 

Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun pada 

bagian pertimbangan unsur delik tidak semua unsur diuraikan oleh Majelis Hakim, ada 

salah satu unsur yang tidak jelas yaitu unsur dapat menimbulkan kerugian. Kerugian 

adalah unsur penting dari rumusan delik pemalsuan surat yang harus dibuktikan, tanpa 

adanya unsur tersebut, maka perbuatan dianggap tidak terjadi.2 Penulis berpendapat 

bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian dari perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa dalam pembuatan sertifikat vaksin palsu secara meteriil tidak ada kerugian 

yang secara nyata ditimbulkan. 

 

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan dalam dakwaan, menurut penulis 

perbuatan terdakwa lebih tepat apabila disinkronkan dengan dakwaan pertama yaitu 

Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP. Semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi sehingga lebih tepat apabila 

menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama. 

 

 

 2 Wayan Santosa. Mei 2016. Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. 

Jurnal Magister Hukum Udayana, 5 (1), 1-11. Dari alamat situs 
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ABSTRAK 

 

Program vaksinasi yang diupayakan oleh pemerintah untuk menanggulangi 

penyebaran virus Covid-19 dengan memberikan sertifikat vaksin bagi yang telah 

melakukan vaksinasi. Bertolak dari hal tersebut ternyata muncul berbagai kasus 

pemalsuan sertifikat vaksin yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak 

melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis 

penerapan dasar pertimbangan Hakim dan penerapan nilai kepastian hukum terhadap 

putusan pengadilan Nomor : 562/Pid.B/ 2021/PN Mlg. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian dalam penelitian 

ini adalah studi kasus hukum terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat 

preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan 

sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipilih dan digunakan oleh 

Hakim dalam memutus perkara pemalsuan sertifikat vaksin yaitu Pasal 263 ayat (1) Jo 

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun pada bagian pertimbangan unsur-unsur delik tidak 

semua unsur dipertimbangkan oleh hakim. Adapun unsur dapat menimbulkan kerugian 

tidak ada diuraikan dalam pertimbangan hakim. Menurut penulis berdasarkan fakta 

hukum yang ada, perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila disinkronkan dengan Pasal 

51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP yang memenuhi semua unsur. 

 

Kata Kunci  (keyword): Tindak Pidana, Pemalsuan, Sertifikat Vaksin Covid-19. 
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